PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR 40 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 45 TAHUN 2018
TENTANG PELAKSANAAN PEMBELAJARAN MUATAN LOKAL

Menimbang

Mengingat

BUDAYA MELAYU RIAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

bahwa untuk memperkuat kualifikasi guru pengampu
mata pelajaran Muatan Lokal Budaya Melayu Riau dan
penerapan muatan lokal pada Kurikulum Merdeka, maka
Peraturan Gubernur Nomor 435 Tahun 2018 tentang
Pclaksanaan Pembelajaran Muatan Lokal Budaya Melayu
Riau, perlu dilakukan perubahan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur
tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 45
Tahun 2018 tentang Peclaksanaan Pembelajaran Muatan
Lokal Budaya Mclayu Riau;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan  Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan
Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4586);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
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Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2022 tentang Provinsi
Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6808);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005
tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45);

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang
Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 494 1) scbagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 19 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang
Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6058);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 2036)
scbagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nornor 157);

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8
Tahun 2016 tentang Buku yang Digunakan Satuan
Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 351);

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24
Tahun 2016 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi
Dasar Pelajaran pada Kurikulum 2013 pada Pendidikan
Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 971);

Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayvaan, Riset dan
Teknologi Nomor 262/M/2022 tentang Perubahan atas
Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan
Teknologi Nomor 56/M /2022 tentang Pedoman Penerapan
Kurikulum dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran;

Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2015
tentang Pelestarian Kebudayaan Melayu Riau (Lembaran
Daerah Provinsi Riau Tahun 2015 Nomor 9)
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craturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2018
tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah
Provinsi Riau Tahun 2018 Nomor 5)

]



Menetapkan

MEMUTUSKAN:

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN GUBERNUR NOMOR 45 TAHUN 2018 TENTANG
PELAKSANAAN PEMBELAJARAN MUATAN LOKAL BUDAYA
MELAYU RIAU.

Pasal |

Bebecrapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Riau Nomor
45 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pembelajaran Muatan
Lokal Budaya Melayu Riau (Berita Daerah Provinsi Riau
Tahun 2018 Nomor 46), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 8 diubah, sehingga Pasal 1
berbunyi scbagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:
1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Riau.

2. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi
Riau.

3. Dinas adalah Dinas Pendidikan Provinsi Riau.

4. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau sebutan lain
adalah Dinas yang membidangi pendidikan dan
kebudayaan di Kabupaten/Kota.

S. Muatan Lokal Budaya Melayu Riau yang selanjutnya
discbut Mulok BMR adalah Mata Pelajaran yang
berisikan budaya Melayu Riau yang meliputi sejarah,
sistem nilai, kebiasaan hidup berpola atau tradisi
dan karya masyarakat Melayu Riau yang diajarkan
sccara terpisah dengan mata pelajaran lainnya.

6. Sekolah/Madrasah adalah lembaga pendidikan formal
yang meliputi  Pendidikan Anak Usia Dini
(PAUD)/Raudhatul  Athfal (RA), Sekolah Dasar
(SD)/Madrasah Ibtidaiyah (Ml)/Sekolah Dasar Luar
Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama
(SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs)/Sekolah
Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Sekolah
Menengah Atas (SMA)/Madrasah Alivah (MA)/Sekolah
Mcenengah Atas Luar Biasa (SMALB) dan Sekolah
Mcenengah  Kejuruan (SMK) baik negeri maupun
swasta.

7. Mata Pelajaran Muatan Lokal Wajib adalah mata
pelajaran muatan lokal vang wajib dilaksanakan oleh
scmua  sekolah/madrasah dan  wajib  diikuti  oleh
semua siswa.

8. Guru Mulok BMR adalah guru yang mengampu mata
pelajaran Budaya Melayu Riau.



9. Penilalan hasil belajar adalah proses pengumpulan
dan pengolahan  informasi untuk  mengukur
pencapaian hasil belajar peserta didik.

10. Lembaga Adat Melayu Riau yang selanjutnya disebut
LAM Riau adalah organisasi kemasyarakatan yang
karcna kesejarahan atau asal usulnya menegakkan
hukum adat dan mendorong anggota-anggotanya
untuk  melakukan  kegiatan pelestarian  serta
pengembangan adat budaya tingkat Provinsi dan
Kabupaten/Kota.

11. Buku teks pelajaran Mulok BMR adalah sumber
pembelajaran utama untuk mencapai kompetensi
dasar dan kompetensi inti dan dinyatakan layak oleh
Dinas dan LAM Riau untuk digunakan pada satuan
pendidikan.

12. Buku non teks pelajaran Mulok BMR adalah buku
pengayvaan untuk mendukung proses pembelajaran
pada setiap jenjang pendidikan dan jenis buku lain
yang tersedia di perpustakaan sekolah.

2. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) diubah, dan ditambah 1 (satu)
ayat yakni ayat (4), sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai

berikut:

Pasal 9

—_
fot)

Materi ajar pokok Mulok BMR meliputi kearifan lokal yang
terdapat dalam masyarakat Melayu Riau, meliputi:
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bentangan sejarah;

b. kebiasaan hidup berpola;

c. karya dan ekspresi budaya Melayu; dan
d. keekonomian Melayu.

(2) Materi ajar Mulok BMR sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) bersifat pragmatik, komunikatif, rekreatif, dan berdaya
guna bagi kehidupan siswa dan bersumber dari tata nilai
budaya Melayu Riau.

(3) Materi ajar Mulok BMR sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dapat diperkaya oleh sekolah/ Madrasah dan Dinas
Pendidikan Kabupaten/Kota sesuai dengan keadaan dan
perkembangan tata nilai budaya setempat.

(4) Materi ajar Mulok BMR sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) sesuai dengan Kompetensi Dasar (KD) Kurikulum 2013
dan Capaian Pembelajaran (CP) Kurikulum Merdeka.
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3. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 12

Guru Mulok BMR memiliki pengetahuan budaya Melayu,
berkarakter Melayu dan memiliki komitmen untuk

memajukan dan mengembangkan budava Melayu Riau
dengan kualifikasi Strata-1 dalam bidang:

a. Sastra Melayu;

b. Sastra Daerah;

~

Sceni Budaya,;

d. Bahasa Melayu;

e. Bahasa dan Sastra Indonesia;
f. Bahasa Jepang;

g. Bahasa Arab;

h. Sosiologi;

1. Scjarah;

j- Ekonomi; atau

Ll

Pendidikan Agama Islam
Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan

penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau

Ditetapkan di Pekanbaru
pacla tangeal 25 Oktober 2023

GUBERNUR RIAU,

ttd.

SYAMSUAR

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 25 Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU,

ttd.

S.F. HARIYANTO

BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2023 NOMOR : 40
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